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2.1 Penditian Terdahulu
Tabe 2. 1 Hasil Pendlitian Terdahulu

Persamaan
No | jama TamIn | ietode Pendlitian | Hasil Pendlitian |, 920
Pendlitian
1 | Heriana & Kuantitatif dengan | Pengetahuan Persamaan :
Irawan (2024) — | metodePartial pajak, sanksi Sama-sama
dengan judul Least SquaréPLS- | pajak, moral meneliti
penelitian SEM). Sampel 172| pajak, dan mahasiswa
“Analisis Faktor- | mahasiswa digitalisasi pajak| akuntansi
Faktor yang akuntansi di Pulau | berpengaruh generasi mudd
Memengaruhi Jawa menggunakanpositif dan khususnya
Potensi accidental signifikan generasi Z
Kepatuhan Pajak sampling terhadap potens| dengan
pada Mahasiswa kepatuhan pajak variabel
Akuntansi di mahasiswa. pengetahuan
Pulau Jawa” pajak, sanksi
pajak, moral
pajak, dan
digitalisasi.
Perbedaan :
Penelitian
saya
menambahkat
variabel
pengetahuan
pajak sebagai
variabel
mediasi,
bukan hanya
independet
2 | (Matshona et al.| Studi ini Ditemukan Persamaan:
2024) — Tax menggunakan bahwa Sama-sama
Knowledge and | metodologi pengetahuan meneliti
Tax Behaviour of penelitian tinjauan | pajak hubungan
Individual cakupan, yang berhubungan pengetahuan
Taxpayers in menawarkan positif dengan | dan sanksi
South Africa” analisis perilaku dan pajak
Pengetahuan komprehensif kepatuhan pajak. terhadap
Pajal dar terhada literatu Pengetahue kepatuhar




Persamaan

No | fNama 1A | wetode Pendlitian | Hasil Pendlitian |, 920
Penelitian
Perilaku Pajak | yang ada dalam tentang sanksi | Perbedaan:
Wajib Pajak domain penelitian | pajak Penelitian
Orang Pribadi di| yang ditentukan. | meningkatkan | saya bersifat
Afrika Selatan: | Data sekunder dari| kemungkinan kuantitatif dan
Tinjauan sumber tepercaya | kepatuhan. fokus pada
Cakupan seperti mahasiswa di
ScienceDirect Indonesia
Google Scholar, khusunya
ResearchGate mahasiswa di
Google, dan kota malang,
laporan yang sedangkan
dipublikasikan penelitian ini
berkontribusi pada berbasis
fondasi studi ini. literatur
global
3 | Dayu K. M. R. | Kuantitatif (PLS- | Pengetahuan Persamaan:
Dewi (2024) — | SEM). Sampel pajak dan Sama-sama
“Peran wajib pajak digitalisasi menggunakan
Sosialisasi Pajak UMKM di KPP sistem variabel
dalam Pratama Gianyar. | perpajakan pengetahuan
Memoderasi Instrumen berupa | berpengaruh dan
Pengaruh kuesioner. positif terhadap | digitalisasi
Pengetahuan kepatuhan wajib| pajak.
Pajak dan pajak. Perbedaan:
Digitalisasi Sosialisasi pajak Penelitian ini
Sistem memperkuat menggunakan
Perpajakan pengaruh sosialisasi
terhadap tersebut. sebagai
Kepatuhan variabel
Wajib Pajak moderator dar
UMKM” objek
UMKM,
sedangkan
penelitian
saya
menggunakan
mahasiswa
dengan
pengetahuan
pajak sebagai
variabel
mediasi
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Persamaan

No | fNama 1A | wetode Pendlitian | Hasil Pendlitian |, 920
Pendlitian
4 | Silvia Imelda Kuantitatif (PLS- | Persepsi korupsi Persamaan:
Cendrawinata | SEM). Sampel pajak Sama-sama
(2025) - UMKM di Kediri. berpengaruh menerapkan
“Pengaruh Data dikumpulkan | negatif terhadap| pendekatan
Persepsi Korupsi melalui kuesioner. | kepatuhan, variabel
Pajak dan kualitas mediasi dalam
Kualitas pelayanan model
Pelayanan berpengaruh penelitian.
terhadap positif, dan Perbedaan:
Kepatuhan kepercayaan Variabel
Wajib Pajak terhadap otoritas mediasi
dengan pajak memedias] berbeda
Kepercayaan hubungan (kepercayaan
Otoritas sebagai tersebut. VS
Variabel Mediasi pengetahuan
(Studi pada pajak) dan
UMKM di objek
Kediri)” penelitian
adalah
UMKM,
bukan
mahasiswi
5 | Henry Kuantitatif Digitalisasi Persamaan:
Sulistyono (SmartPLS) dengan berpengaruh Sama-sama
(2023) — sampel wajib pajak| positif terhadap | meneliti
“Pengaruh Moral badan di kawasan | kepatuhan wajib| moral pajak
Pajak dan industri Cikarang | pajak, dan
Digitalisasi Cibitung. sedangkan moral digitalisasi
Perpajakan pajak tidak terhadap
terhadap berpengaruh kepatuhan.
Kepatuhan signifikan. Perbedaan:
Wajib Pajak Kepercayaan Penelitian ini
dengan pada pemerintah menambahkal
Kepercayaan tidak kepercayaan
terhadap memoderasi sebagai
Pemerintah hubungan moderator dar
sebagai Variabel variabel. subjek
Moderator” penelitian
wajib pajak
badan, bukan
mahasisws
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2.2 Landasan Teori
2.2.1 Potensi Kepatuhan Pajak
a. Definisi Potensi Kepatuhan Pajak

Potensi kepatuhan pajak merupakan kemampuan damukeem
wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakaisesuai dengan
peraturan yang berlaku. Berdasarkan penelitian ndalurnal Iimu
Akuntansi PKN (Anugrah, 2022) , potensi kepatuhajalp mencerminkan
sejauh mana wajib pajak memiliki kesadaran, pemhgeta serta
kemampuan ekonomi untuk memenuhi kewajiban pajabterii
kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor m#keseperti kesadaran
dan moral pajak, tetapi juga oleh faktor ekstesegerti pelayanan fiskus,
penegakan hukum, dan kemudahan sistem adminigiesak. Dengan
demikian, potensi kepatuhan pajak menggambarkadi&odeal di mana
wajib pajak memiliki kesiapan penuh untuk mematutetentuan
perpajakan.

b. Jenis-jenis Potensi Kepatuhan Pajak

Menurut (Agustiawan et al., 2024), menjelaskanw@ahpotensi
kepatuhan pajak dapat dilihat dari perbedaan ak&gyatuhan formal dan
kepatuhan material. Kepatuhan formal mencakup pah@en kewajiban
administratif oleh wajib pajak, seperti kewajibamuk mendaftarkan diri,
menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tegidu, serta
melakukan pembayaran pajak sesuai jadwal yang dilatapkan oleh
otoritas pajak. Kepatuhan formal ini bersifat pohg@l karena lebih
menitikberatkan pada aspek administrasi dan kedapaaktu.

Sementara itu, kepatuhan material berkaitan desghstansi dari
kewajiban perpajakan itu sendiri. Artinya, wajibjgka tidak hanya
mematuhi dari sisi formalitas, tetapi juga memastibahwa jumlah pajak
yang dilaporkan dan dibayarkan sesuai dengan ketenperaturan yang
berlaku. Kepatuhan material menuntut adanya kejojumtegritas, serta

kemampuan wajib pajak dalam memahami peraturanajadwn secara
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menyeluruh agar pelaporan pajak mencerminkan kbRdisangan yang
sebenarnya.

Lebih lanjut, penelitian tersebut menegaskan baivgkat potensi
kepatuhan pajak dapat diukur dari sejauh mana wagiak konsisten
dalam menjalankan kedua bentuk kepatuhan ini. Wagjbk yang hanya
memenuhi kewajiban formal tanpa memperhatikan letep dan
kejujuran isi laporan masih dikategorikan belumesgfhnya patuh secara
material. Oleh karena itu, peningkatan potensi ke pajak tidak
hanya bergantung pada pengawasan dan sanksi,jtejappada kesadaran
dan pemahaman wajib pajak terhadap makna moramdat@mbayar
pajak. Pemerintah dan otoritas pajak perlu memp¢rladukasi serta
layanan perpajakan agar wajib pajak memiliki mativitrinsik untuk
mematuhi pajak secara menyeluruh, baik secara foraapun material.

. Tujuan Potensi Kepatuhan Pajak

Tujuan utama dari pengukuran potensi kepatuhank pagkalah
untuk mengetahui seberapa besar peluang peninggaterimaan pajak
melalui peningkatan kesadaran dan kemauan wajilakpaMenurut
(Hamilah & Fricilia, 2023) dalam Jurnal Riset Akansi dan Auditing
mengatakan, konsep potensi kepatuhan pajak digonakatuk
mengidentifikasi kesenjangan antara potensi pem@mm pajak dan
realisasi penerimaan yang sebenarnya. Dengan memapatensi
kepatuhan pajak, pemerintah dapat menyusun stragew lebih efektif
untuk meningkatkan kepatuhan, seperti melalui pdegenaan
administrasi, peningkatan kualitas pelayanan, daeningkatan
transparansi dalam sistem perpajakan.

. Manfaat Potensi Kepatuhan Pajak

Potensi kepatuhan pajak memiliki manfaat yang pgntlalam
upaya meningkatkan efektivitas sistem perpajakand&arkan penelitian
oleh (Mufidah, 2024) dalam Jurnal EKOMA, pengukurgotensi
kepatuhan pajak membantu pemerintah memetakanngelp@nerimaan

pajak dan mengidentifikasi area yang memiliki tiagkepatuhan rendah.
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Selain itu, pemahaman mengenai potensi kepatuhaat ddigunakan

sebagai dasar dalam merancang program edukasi daialisasi

perpajakan yang lebih tepat sasaran. Potensi Kegratyang tinggi juga

berkontribusi terhadap peningkatan keadilan fiskatena seluruh wajib

pajak diharapkan berpartisipasi secara proporsiosesuai dengan

kemampuannya.

. Indikator Potensi Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian terbaru, terdapat raplae indikator yang

dapat digunakan untuk menilai potensi kepatuhasakpaj

1.

tingkat kesadaran wajib pajak, yaitu sejauh mangbwaajak
memahami pentingnya pajak sebagai sumber utamaapatah
negara. Jurnal Illmu Akuntansi (Anugrah, 2022) ,nmgmkkan
bahwa kesadaran pajak merupakan faktor penting mdala
meningkatkan kepatuhan sukarela.

pengetahuan perpajakan, yaitu pemahaman wajib pagaigenai
hak, kewajiban, serta prosedur dalam sistem péd@aja
Berdasarkan penelitian dalam (Kristen et al., 20@3)getahuan
pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadaptepsi

kepatuhan.

kualitas pelayanan fiskus, yaitu sejauh mana @i®ripajak
memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan efisépada
wajib pajak. Pelayanan yang baik dapat meningkaitkepercayaan
dan motivasi wajib pajak untuk mematuhi peraturan.

sanksi perpajakan dan penegakan hukum, yaitu keloijyyang
diberlakukan untuk memastikan wajib pajak memanaraturan
melalui penerapan sanksi yang tegas. Penelitiaandglurnal

(Aprilia et al., 2022) menunjukkan bahwa sanksig/&onsisten
dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

kesenjangan antara potensi dan realisasi kepatphgmk, yaitu

sejauh mana potensi kepatuhan yang ideal dapajutikan dalam
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praktik nyata. Semakin kecil kesenjangan terseimrpakin tinggi
tingkat efektivitas sistem perpajakan yang ditesapk

2.2.2 Pengetahuan pajak

a. Definisi Pengetahuan Pajak

b.

Pengetahuan pajak merupakan salah satu aspek getdlam
sistem perpajakan yang memengaruhi tingkat kepatukajib pajak.
Secara umum, pengetahuan pajak adalah pemahaneamasgs mengenai
konsep, aturan, dan prosedur perpajakan yang kemmkdengan hak serta
kewajiban sebagai wajib pajak. Pengetahuan iniktilanya sebatas
mengetahui adanya kewajiban membayar pajak, tgtm@ mencakup
kemampuan memahami peraturan yang berlaku, menghiewajiban
pajak dengan benar, serta melaksanakan kewajibbaebtd tepat waktu
dan sesuai prosedur. Menurut (Hidayah & AnshorR20 pengetahuan
pajak juga mencakup kesadaran akan fungsi pajalagaebsumber
penerimaan negara dan instrumen pembangunan ekoRajak memiliki
peran strategis dalam mendukung kegiatan pemerinsgperti
pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehataam H#esejahteraan
sosial. Oleh karena itu, individu yang memiliki getahuan pajak yang
memadai akan lebih memahami alasan mengapa pajask tidayar, serta
bagaimana kontribusinya berdampak bagi kemajuanaraegDengan
demikian, semakin tinggi tingkat pengetahuan pa&e&eorang, semakin
besar pula kecenderungan mereka untuk bersikaph p&tuhadap
kewajiban perpajakan.

Jenis-Jenis Pengetahuan Pajak
Menurut (Hidayah & Anshori, 2022), pengetahuan kpa@apat di
kategorikan ke dalam beberapa jenis utama yanggshirhubungan dan
berperan dalam membentuk kesadaran serta kepauajarpajak.

1. Pengetahuan Regulasi Pajak

Jenis pengetahuan ini mencakup pemahaman terhagapunan

perundang-undangan perpajakan, tarif pajak, sed& Han

kewajiban wajib pajak. Pengetahuan regulasi mergadar bagi
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wajib pajak dalam menentukan kewajiban yang hapsndihi dan
hak apa saja yang dimiliki, seperti hak atas nesitiéitau keberatan

pajak.

. Pengetahuan Prosedural Pajak

Pengetahuan ini berkaitan dengan kemampuan wajk pkalam

melaksanakan prosedur administratif perpajakanereproses
pendaftaran NPWP, pelaporan Surat Pemberitahuam),(SErta
tata cara pembayaran pajak. Pengetahuan prosedagdt penting
untuk memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban pagajalan

efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengetahuan Fungsi dan Manfaat Pajak

Jenis pengetahuan ini menekankan pada kesadarave hadjak
bukan hanya kewajiban finansial, melainkan konsibuyata
terhadap pembangunan nasional. Wajib pajak yang ainami

fungsi pajak akan melihat pembayaran pajak sebagaituk

partisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan malsggrbukan
sebagai beban.

Pengetahuan Digital Pajak

Di era transformasi digital, sistem perpajakan helbanyak
mengadopsi teknologi sepesifiling, e-billing, dane-form Oleh

karena itu, pengetahuan mengenai sistem perpajaleabasis
digital menjadi sangat penting agar wajib pajak ipareradaptasi
dengan inovasi administrasi pajak modern yang henuuntuk

mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak.

c. Tujuan Pengetahuan Pajak

Tujuan utama dari peningkatan pengetahuan pajakaalain :

1.

Agar wajib pajak memahami hak dan kewajiban pekaajaya
secara benar dan menyeluruh.
Untuk meningkatkan kepatuhan sukarelalntary compliance

dalam melaksanakan kewajiban pajak.
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3. Untuk mengurangi kesalahan administrasi dan pergén pajak
akibat kurangnya pemahaman terhadap prosedur pkgpaj

4. Untuk meningkatkan efektivitas administrasi pajak enendorong
terciptanya sistem perpajakan yang transparaneefidan adil.

Selain itu, pengetahuan pajak juga bertujuan metnkesikap positif
terhadap sistem perpajakan. Dengan pemahaman yakgwajib pajak
tidak hanya taat karena kewajiban hukum, tetapa jkgrena kesadaran
moral dan sosial bahwa pajak merupakan kontribusihatap
pembangunan bangsa.

. Manfaat Pengetahuan Pajak

Manfaat pengetahuan pajak dapat dilihat dari beibagpek, baik bagi
wajib pajak, pemerintah, maupun sistem perpajakaara keseluruhan :

1. Meningkatkan Kepatuhan Pajak
Wajib pajak yang memahami peraturan dan proseduajskan
lebih cenderung melaksanakan kewajiban pajaknygatebenar
dan tepat waktu.

2. Mengurangi Kesalahan Administratif Dengan pengeiahyang
cukup, wajib pajak dapat menghindari kesalahan ipeng atau
pelaporan yang dapat berujung pada sanksi ataadend

3. Meningkatkan Efektivitas Kinerja Otoritas Pajak Masakat yang
memiliki literasi pajak tinggi membantu otoritaggdamengurangi
beban klarifikasi dan pemeriksaan, karena kesalgielaporan
berkurang.

4. Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Pemeritatika
wajib pajak memahami peran dan manfaat pajak, &ngk
kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem peapajakan
meningkat, sehingga menumbuhkan budaya kepatuhak yang

berkelanjutan.

17



e.

Indikator Pengetahuan Pajak

Indikator pengetahuan pajak mencerminkan sejauhamaajib pajak

memiliki kemampuan dan pemahaman terhadap berbaggiek

perpajakan. Adapun indikator tersebut dapat digglasebagai berikut:

1.

Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan

Indikator ini mencakup kemampuan wajib pajak dalaemahami
ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sepadipajak, tarif,
objek dan subjek pajak, serta batas waktu pelapatan
pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perunidaaggan
yang berlaku.

Kemampuan dalam Pelaksanaan Kewajiban Administratif
Wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak yanik ib@ampu
melaksanakan kewajiban administratif secara mandieperti
pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), peagissurat
Pemberitahuan (SPT), serta pelaporan dan pembayaagk
melalui sistem yang telah disediakan.

Kesadaran terhadap Fungsi dan Manfaat Pajak

Pengetahuan pajak juga ditunjukkan melalui kesaddrahwa
pajak memiliki peran penting dalam mendukung pergbaan
nasional, pemerataan kesejahteraan, dan pembialmeaman
publik. Wajib pajak yang memahami hal ini akan lelkhlas dan
sukarela dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
Kemampuan Beradaptasi terhadap Sistem Perpajakderiio

Di era digital, indikator ini mencerminkan sejaulama wajib pajak
mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan tekindétam
sistem perpajakan, seperti penggunaafiling, e-billing, dan
aplikasi pajak online lainnya yang bertujuan mempetah proses

pelaporan dan pembayaran pajak.

Kemampuan Menghitung dan Menentukan Kewajiban Pajak

dengan Benar.
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Mengukur sejauh mana wajib pajak memiliki keterdempidalam
menghitung jumlah pajak terutang sesuai ketentw@ang Yoerlaku,
memahami dasar pengenaan pajak, serta mampu mieaentu
besarnya pajak yang harus dibayar tanpa bergamengh pada
pihak lain

Dengan memahami indikator-indikator tersebut, dajgitmpulkan bahwa

pengetahuan pajak tidak hanya sekadar pemahanteaaagr aturan, tetapi

juga mencakup kemampuan, kesadaran, dan perilakii d&lam

melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai bentokilkasi terhadap

pembangunan negara.

2.2.3 Sanksi pajak
a. Definisi Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan bentuk konsekuensi hukumg yan
dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhwakban
perpajakannya sebagaimana diatur dalam ketentuamgsng-undangan
perpajakan. Sanksi ini diberikan agar wajib pajamiiki kesadaran dan
tanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannyassbeaar dan tepat
waktu.

Menurut penelitian (Wewengkang, 2024), menjelaskahwa
sanksi administrasi dipahami sebagai instrumen imukmtuk menegakkan
kedisiplinan perpajakan. la menjelaskan bahwa Wensanksi ini
mencakup denda, bunga, serta kenaikan pajak alkbtErlambatan
pelaporan atau pembayaran. Dengan kata lain, spalsk bukan hanya
hukuman, tetapi juga alat edukatif agar wajib pajaak mengulangi
pelanggaran serupa.

Selanjutnya, artikel Sanksi Pidana Perpajakan lesian dan
Implikasinya Kepada Kepatuhan dari (Christy et 2022) menegaskan
bahwa sanksi pidana diberikan untuk pelanggaram ymarsifat serius,
seperti penggelapan, pemalsuan, atau manipulasipgapajakan. Sanksi
pidana ini memiliki efek jera yang lebih kuat kamemenyangkut reputasi

serta kebebasan pribadi dari pelaku pelanggaran.
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b. Jenis-Jenis Sanksi Pajak
Sanksi pajak dapat diklasifikasikan ke dalam dun&jatama, yaitu sanksi
administrasi dan sanksi pidana. Kedua jenis sanksnemiliki peranan
yang saling melengkapi dalam menjaga ketertibarersiperpajakan di
Indonesia
1. Sanksi Administrasi
Sanksi administrasi mencakup tiga bentuk utamaniyak
a. Denda, diberikan kepada wajib pajak yang tidak
menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau
menyampaikannya lewat batas waktu.
b. Bunga, dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat
membayar atau menyetor pajak yang terutang.
c. Kenaikan pajak, yaitu tambahan jumlah pajak tegitakibat
ketidaksesuaian pelaporan atau pemeriksaan fiskus.
Dalam penelitian (Wewengkang, 2024), dijelaskan wzah
walaupun sanksi administrasi telah diatur secarkas,je
penerapannya belum sepenuhnya efektif dalam mengoro
perubahan perilaku wajib pajak, khususnya di daeeigan
tingkat literasi pajak yang rendah. Oleh kareng galain
sanksi, perlu dilakukan upaya edukasi dan sosslisa
perpajakan secara berkelanjutan.
2. Sanksi Pidana
Sanksi pidana dikenakan kepada wajib pajak yangaten
sengaja melakukan tindakan melawan hukum, sepamggelapan
pajak, manipulasi dokumen, atau pemberian keterarugsu.
Berdasarkan temuan dari (Christy et al., 2022)ksapidana
biasanya berupa denda dalam jumlah besar atau farkum
kurungan penjara. Tujuan utama dari sanksi pidadalah
menimbulkan efek jera bagi pelaku serta mendoromgatuhan

bagi wajib pajak lainnya.
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Penelitian tersebut juga menyoroti bahwa penega&aksi
pidana sering kali menghadapi kendala, seperti heya sistem
pengawasan dan perbedaan interpretasi hukum digapa Oleh
karena itu, penegakan hukum harus dilakukan sécersisten dan

adil agar sanksi dapat berfungsi sebagaimana mgastin

c. Tujuan Sanksi Pajak

Sanksi pajak memiliki beberapa tujuan penting datestem perpajakan:

1.

Memberikan efek jerapfeventij. Dengan adanya sanksi, wajib
pajak diharapkan berpikir dua kali sebelum melakuka
pelanggaran. Penelitian (Christy et al., 2022), un@grkkan bahwa
efek jera merupakan faktor dominan yang mendorargngkatan
kepatuhan.

Menegakkan keadilan. Sanksi memastikan bahwa semajid
pajak, baik individu maupun badan usaha, diperlakukecara
setara tanpa diskriminasi.

Meningkatkan penerimaan negara. Dengan menekarkating
pelanggaran, potensi kebocoran penerimaan pajakatdap
diminimalkan, sehingga pendapatan negara menijaith &ptimal.
Menjaga kedisiplinan administrasi perpajakan. Satlesfungsi
sebagai kontrol terhadap pelaksanaan kewajibark ggjar sistem
berjalan tertib dan efisien.

Mendorong budaya kepatuhan sukarela. Peneraparsi spaikg
konsisten akan memperkuat norma sosial bahwa ta@k p

merupakan kewajiban moral setiap warga negara.

d. Manfaat Sanksi Pajak

Sanksi pajak tidak hanya berfungsi sebagai bentiirnan, tetapi juga

memiliki manfaat strategis bagi sistem perpajakeberapa manfaatnya

antara lain:

1.

Meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, kasefemya rasa

takut terhadap konsekuensi hukum.
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. Menegakkan rasa keadilan, di mana pelanggar dikemaiman

yang sepadan sementara wajib pajak patuh mendapatka
perlindungan hukum.

Meningkatkan kredibilitas otoritas pajak, karenaksa yang tegas
menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menegakka
peraturan.

Mendorong penerimaan negara yang berkelanjutan,almnel
penurunan kasus pelanggaran dan peningkatan Kedisip
pelaporan.

Membangun kesadaran sosial, bahwa kepatuhan pajakpakan
bagian dari tanggung jawab warga negara untuk mriemdu

pembangunan.

e. Indikator Sanksi Pajak

Efektivitas pelaksanaan sanksi pajak dapat dilihedlalui beberapa

indikator utama, yaitu:

1.

Frekuensi penerapan sanksi, yaitu seberapa sersangksis
dijatuhkan terhadap pelanggaran pajak.

Penurunan tingkat pelanggaran pajak, di mana jukéaias yang
ditemukan menurun setelah sanksi diterapkan.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak, baik dari sislaporan
maupun pembayaran pajak.

Efek jera terhadap pelaku pelanggaran, yang ternerdari

menurunnya pelanggaran berulang.

Konsistensi penegakan hukum, artinya pemerintahenapkan

sanksi tanpa pandang bulu dan sesuai ketentuanbgaiadsu.

Kombinasi antara sanksi yang tegas dan pendekatakatf dapat

memperkuat efektivitas sistem perpajakan, sebagainitegaskan oleh

(Wewengkang, 2024) bahwa penegakan hukum yang banignantara

hukuman dan pembinaan akan menghasilkan kepatuhang y

berkelanjutan.

22



2.2.4 Moralitaspajak (Tax Morale)
a. Definisi Moralitas Pajak
Moralitas pajak Tax Moralg merupakan sikap, kesadaran, dan
dorongan moral dari dalam diri wajib pajak untuknmeauhi kewajiban
perpajakan secara sukarela tanpa paksaan dartastgrajak. Menurut
(Maharani et al., 2025), dalam jurnal riset ilmiadgralitas pajak lahir dari
kepercayaan terhadap pemerintah dan persepsi bpajek digunakan
secara adil untuk kepentingan publik. Moralitasapajdak hanya diukur
dari kepatuhan formal, tetapi juga dari kemauanividd untuk
berkontribusi secara moral bagi kesejahteraan aegar
b. Jenis-Jenis Moralitas Pajak
Berdasarkan beberapa hasil penelitian di Indonesiasalitas pajak dapat
dikategorikan ke dalam dua jenis utama:
1. Moralitas Pajak Individual
Moralitas ini muncul dari dalam diri individu, yandjpengaruhi
oleh nilai-nilai pribadi seperti kejujuran, keadijadan rasa
tanggung jawab terhadap negara. Wajib pajak demgaralitas
individual yang tinggi akan membayar pajak karereaasa hal itu
adalah kewajiban moral, bukan karena takut dikeaaksi.
Contoh : Seorang karyawan melaporkan pajaknya a&ecoanar
meskipun mengetahui bahwa pengawasannya lemah.
Faktor pendukung: literasi pajak, tingkat religiasi dan etika
individu.
2. Moralitas Pajak Sosial / Kolektif
Moralitas sosial terbentuk karena pengaruh linglamngekitar,
norma sosial, serta tekanan moral dari keluargmare atau
komunitas profesi. Menurut (Wati & Pujiati, 2025)oralitas
sosial berperan penting dalam membentuk perilaklekkd
masyarakat untuk taat pajak karena adanya rasaataluekanan

sosial apabila tidak patuh.
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Contoh: Seorang pengusaha tetap membayar pajaknakare
komunitas bisnisnya menekankan kepatuhan pajalgaebtandar
profesional.

Faktor pendukungkeadilan distributif, norma sosial, dan budaya

kolektif masyarakat.

Selain itu, (Wati & Pujiati, 2025dalam Jurnal MEA menegaskan bahwa
moralitas pajak merupakan refleksi dari nilai kefap, integritas, dan rasa
tanggung jawab sosial yang dimiliki oleh wajib pajartinya, seseorang
yang memiliki moralitas pajak tinggi akan tetap nbeyar pajak
walaupun tidak ada pengawasan langsung.

Lebih jauh, dalam perspektif teori perilaku, miaeas pajak juga
berkaitan dengaiheory of Planned Behavior (TPBang menekankan
pada norma subjektif dan sikap individu terhadapdakan tertentu.
Moralitas pajak dapat dianggap sebagai norma iatgang memengaruhi
niat dan perilaku kepatuhan wajib pajak (Ajzen, )99
. Tujuan Moralitas Pajak
Berdasarkan penelitian (Riningsih, 2024jalam jurnal keberlanjutan,
tujuan moralitas pajak meliputi:

1. Meningkatkan kepatuhan sukarel@l(ntary compliance

Wajib pajak membayar pajak karena kesadaran mdmakan

karena ancaman sanksi.

2. Menumbuhkan kepercayaan kepada pemerintah

Moralitas pajak lahir dari keyakinan bahwa danaligutlikelola

dengan transparan dan adil.

3. Menegakkan prinsip keadilan perpajakan

Rasa adil dalam pembebanan pajak akan meningk&gédimasi

sistem perpajakan.

4. Mendukung keberlanjutan fiskal negara
Penerimaan pajak yang stabil menjadi pondasi peguvem

nasional yang berkesinambungan.
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5.

Membangun integritas masyarakat
Moralitas pajak mendorong lahirnya budaya kepatuhdmum dan

akuntabilitas sosial.

d. Manfaat Moralitas Pajak

Moralitas pajak yang tinggi memberikan banyak datypasitif, baik bagi

pemerintah maupun masyarakat. Adapun manfaatngasalain:

1.

Meningkatkan Penerimaan Pajak Negara

Dengan meningkatnya kesadaran moral, masyarakain aka
membayar pajak tepat waktu dan sesuai ketentudmngem
penerimaan negara meningkat.

Menekan Tingkat Penghindaran PajalaX Evasioh

Wajib pajak bermoral tinggi tidak mencari celah uknt
menghindari pajak karena bertentangan denganmdeal.

Mengurangi Biaya Administrasi dan Penegakan Hukum
Pemerintah dapat mengurangi beban biaya pengawasan,
pemeriksaan, maupun sanksi.

Memperkuat Hubungan antara Pemerintah dan WajékPaj

Rasa saling percaya memperkuat legitimasi sistepajakan.
Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baiodd
Governancg

Pajak yang dikelola dengan transparan memperkuattalilitas
publik.

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Stabilitas  penerimaan negara memperkuat pembiayaan

infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

e. Indikator Moralitas Pajak

Untuk mengukur tingkat moralitas pajak di kalangaxib pajak, berbagai

penelitian di Indonesia menggunakan beberapa itatikeerikut:

1.

Kepercayaan kepada Pemerintah dan Otoritas Pajak
Wajib pajak yang percaya bahwa pajak digunakan kuntu

kesejahteraan umum lebih rela membayar pajak.
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2. Persepsi Keadilan Perpajakan (Distributif, Prosaldurdan
Interaksional)

Jika sistem dianggap tidak adil, moralitas pajaknakenurun.

3. Kesadaran Moral dan Tanggung Jawab Sosial WajikPaj
Pemahaman bahwa pajak berperan penting dalam pgoiaEm
publik mendorong kepatuhan.

4. Literasi atau Pemahaman Perpajakan
Pengetahuan cukup mengenai manfaat pajak mempeskusi
positif wajib pajak.

5. Norma Sosial atau Tekanan Lingkungan Sekitar
Lingkungan yang patuh pajak memperkuat moralitels/idu.

2.2.5 Digitalisas pajak
a. Defenisi Digitalisasi Pajak

Digitalisasi pajak merupakan proses modernisasi irmdtrasi
perpajakan yang mengintegrasikan teknologi infornoas komunikasi
(TIK) dalam seluruh tahapan kegiatan perpajakarainaari pendaftaran,
pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan. Di Isd@gn®irektorat
Jenderal Pajak (DJP) telah menerapkame Tax Administration System
atau Coretaxsebagai sistem administrasi inti yang menggantsiatem
konvensional guna memperkuat integrasi data dannglestkan efisiensi
layanan. Implementasi digitalisasi mencakup layasaperti e-Filing
untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secanagge-Billing atau
e-Paymentuntuk penerbitan kode bayar dan transaksi pajaktrelak,
serta e-Invoicing yang memungkinkan faktur pajak dikirim otomatis
kepada otoritas pajak (Tamba, 2023). Selain itstesi digital ini
diperkuat oleh pemanfaatan analitik data dan maregerisiko untuk
mendukung pengawasan, audit, serta evaluasi kepatwajib pajak
(Novitasari, 2023). Melalui transformasi tersebpémerintah berupaya
mewujudkan tata kelola perpajakan yang efisiemsiparan, dan akuntabel

berbasis data (Dharmawan, 2024).
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b. Tujuan Digitalisasi Pajak

Tujuan strategis dari digitalisasi perpajakan ialalenciptakan
sistem administrasi yang efisien, mudah diaksen, lgerorientasi pada
peningkatan pelayanan publik. Melalui pemanfaatsters daring, waktu
serta biaya pelaporan dan pembayaran pajak dapekadi secara
signifikan. Digitalisasi juga berfungsi meminimatkgotensi kesalahan
manual fuman errof, memperkuat akurasi data, serta meningkatkan
transparansi fiskal. Selain itu, digitalisasi memkinkan otoritas pajak
melakukan analisis prediktif terhadap perilaku Wwgjajak dan mendeteksi
potensi penghindaran atau penggelapan pajak seftara(Novitasari,
2023). Basis data yang terintegrasi juga membantlP Ddalam
merumuskan kebijakan berbasis buk#viflence-based poligyserta
mempersempittax gap antara potensi dan realisasi penerimaan pajak
(Dharmawan, 2024). Dengan demikian, digitalisagalpaidak hanya
berfungsi sebagai sarana administratif, tetapi jugEbagai strategi
kebijakan fiskal yang berperan dalam pembangunamaki nasional
yang berkelanjutan (Mardiana et al., 2025).

Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa digtdi pajak
membawa dampak positif terhadap berbagai aspek néstrasi
perpajakan. Penelitian oleh Pratiwi dan Rakhma{2ik4) menemukan
bahwa penerapan sistem digital memiliki pengargniBkan terhadap
peningkatan kepatuhan wajib pajak, khususnya darigeln mahasiswa
akuntansi di Jakarta. Hasil serupa juga ditemukadapstudi yang
dilakukan terhadap pelaku UMKM, di mana penggunadfiling dan
pelaporan pajak elektronik mampu meningkatkan exfsi serta
mempermudah proses administrasi (Gunardi et al25R0 Secara
keseluruhan, bukti empiris memperkuat argumen batdigatalisasi
merupakan faktor kunci dalam memperkuat kepatuhajakp dan

penerimaan negara.
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c. Indikator Digitalisasi Pajak
Untuk menilai tingkat keberhasilan digitalisasi giqj beberapa indikator
dapat digunakan.

1. tingkat adopse-Filing oleh wajib pajak sebagai ukuran efektivitas
pelaporan daring.

2. persentase transaksi pajak melaeBilling dan e-Paymentyang
menunjukkan tingkat kepercayaan wajib pajak terpadestem
digital (Rahman, 2023).

3. proporsi faktur elektronik yang diterbitkan melaletinvoicing
untuk menjamin transparansi transaksi.

4. tingkat integrasi sistem inti perpajaka@ofe Tax Systemyang
menghubungkan seluruh fungsi administrasi sepeatjistrasi,
pelaporan, audit, dan pembayaran.

5. kualitas layanan digital yang mencakup kecepatastersi,
reliabilitas (ptimg, keamanan data, serta persepsi wajib pajak
terhadap kemudahan penggunaan (Tamba, 2023).

Selain itu, keberhasilan digitalisasi juga dapatihai dari

peningkatan kepatuhan dan pertumbuhan penerimagarane

setelah sistem digital diterapkan (Novitasari, 2023
Walaupun demikian, digitalisasi pajak juga mengpadaejumlah
tantangan dalam implementasinya. Masalah literaggital dan
pengetahuan perpajakan masyarakat, khususnya dingaal pelaku
UMKM dan daerah terpencil, masih menjadi hambatama (Gunardi et
al.,, 2025). Keterbatasan infrastruktur seperti ngain internet dan
perangkat keras juga menghambat adopsi sistenaldfggtara merata di
seluruh wilayah (Dharmawan, 2024).

Selain itu, penerapan sistem baru sep@dietax membutuhkan
waktu adaptasi serta pelatihan bagi pegawai pajk Wajib pajak
(Novitasari, 2023). Oleh karena itu, keberhasilantalisasi pajak sangat
bergantung pada sinergi antara pemerintah, pelsiba) dan masyarakat.

Melalui komitmen bersama dan pembaruan berkelamjuthgitalisasi
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pajak dapat menjadi pondasi penting bagi sistenpggekan Indonesia

yang lebih transparan, efisien, dan berkeadilan.

2.3 Kerangka Berpikir
Kerangka Berpikir merupakan alur pemikiran terhasiagtu hubungan antara
konsep satu dengan konsep yang lainnya untuk mémaheagambaran dan

asumsi terkait dengan variabel yang akan diteliti

Pengetahuan
Pajak (2)

Sanksi Pajak
(X1)

Potensi
Kepatuhan
Pajak (Y)

Tax Morale
(X2)

Digitalisasi
Pajak (X2)

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir
Sumber : Data Diolah Peneltian, 2025

Keterangan :
X1 . Variabel Independen (Sanksi Pajak)
X2 . Variabel IndependerTéx Morale)
X3 . Variabel Independen (Digitalisasi Pajak)
Z . Variabel Mediasi (Pengetahuan Pajak)
Y . Variabel Dependen (Potensi Kepatuhan Pajak Padadiaia
Akuntansi Generasi Z Sebagai Calon Wajib Pajak)
2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan salah satu komponen pentirgndalenelitian
kuantatif yang berfungsi sebagai pernyataan semsemangenai hubungan

antar-variabel yang akan diuji secara empiris. MenyCreswell, 2014),
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hipotesis didefinisikan sebagaiformal statement predicting the relationship
between two or more variablesyaitu suatu pernyataan formal yang
memprediksi adanya hubungan antara dua atau lelsiabel. Definisi ini
menegaskan bahwa hipotesis tidak hanya bersifaahygetapi merupakan
hasil dari proses berpikir ilmiah yang berlandasteori dan hasil penelitian
terdahulu. Maka hipotesis dalam penelitian inifyai
2.4.1 Pengaruh sanks pajak terhadap potens kepatuhan pajak Pada
Mahasiswa Akuntansi Generasi Z Sebagai Calon Wajib Pajak
Dalam kajian literatur, sanksi pajak diakui sebagairumen penting
dalam menegakkan kepatuhan karena berfungsi makaiptefek jera bagi
wajib pajak. Ancaman denda administratif, bunga &terlambatan, serta
hukuman pidana dipandang mampu mendorong individiwku menaati
ketentuan perpajakan. Landasan teoretis hipotesis merujuk pada
Economic Deterrence Theoryang dikemukakan oleh (Allingham &
Sandmo, 1972), yang menjelaskan bahwa seseorang mkaimbang
keuntungan dari pelanggaran dengan kemungkinaranglép serta
beratnya hukuman yang akan diterima. Dengan demildamakin besar
risiko dan kepastian sanksi, semakin tinggi puleekelerungan seseorang
untuk bersikap patuh. Pada mahasiswa akuntansir&sng, meskipun
sebagian belum menjadi wajib pajak aktif, persepdiadap keberadaan
sanksi hukum dapat menumbuhkan niat awal untuk mehieewajiban
pajak, mengingat kelompok ini sudah memahami inagiikiinansial dan
reputasional dari pelanggaran pajak (Purnamasaal.eR024). Penelitian
yang dilakukan oleh Kurnia & Amalia (2023) dalammpktian (Heriana &
Irawan, 2024), menunjukkan bahwa sanksi pajak bgameh positif
terhadap potensi kepatuhan calon wajib pajak. efalebut didukung oleh
penelitian yang dilakukan oleh Lutfi et al., (2028n Dewi & Supadmi
(2022) dalam penelitian (Heriana & Irawan, 2024).
H 1 : Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhguatensi kepatuhan pajak
Mahasiswa Akuntansi Generasi Z sebagai calon vpaijhk.
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2.4.2 Pengaruh Tax Morale terhadap potensi kepatuhan pajak mahasiswa
akuntans Generasi Z sebagai calon wajib pajak.

Moralitas pajak Tax Moralg dipahami sebagai dorongan internal
seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakanmas desar tanggung
jawab moral, nilai etika, dan keyakinan terhadapgetolaan pajak yang
baik. Berdasarkaheory of Planned BehaviqiTPB) yang dikemukakan
oleh (Ajzen, 1991), perilaku individu dipengaruhielo sikap, norma
subjektif, serta persepsi terhadap kontrol perilakalam konteks ini,
moralitas pajak berperan sebagai faktor sikap mamouma subjektif yang
berkontribusi pada terbentuknya niat untuk patulahdsiswa akuntansi
Generasi Z yang memperoleh pembelajaran mengekaipbfesi dan nilai
tanggung jawab melalui pendidikan akuntansi cermmdgrnemiliki moralitas
pajak yang lebih tinggi, yang pada akhirnya dapanimgkatkan potensi
kepatuhan pajak mereka di masa depan.

Temuan empiris beberapa tahun terakhir (2020—-2@2%)unjukkan
adanya hubungan positif antara moralitas pajak ldgpatuhan sukarela,
terutama di kalangan individu yang memiliki pemabanpajak yang baik.
Penelitian baik di tingkat internasional maupunio@a mengindikasikan
bahwa ketika masyarakat mempercayai bahwa pemiennéngelola pajak
secara transparan dan efisien, moralitas pajak akemingkat dan
mendorong perilaku kepatuhan secara sukarela. Na®uonikian, sejumlah
studi juga menyoroti adanya interaksi antara maslpajak, kepercayaan
terhadap otoritas, dan pengetahuan perpajakan yaagama-sama
memperkuat kepatuhan. Oleh karena itu, hipotesisdii@ncang untuk
menguji pengaruh langsung moralitas pajak terhgoagensi kepatuhan
mahasiswa akuntansi sebagai kelompok yang tengamadimelalui
pendidikan pajak (Appiah et al., 2024).

Lebih jauh, literatur kontemporer menekankan adapgabedaan
karakter antar generasi. Generasi Z hidup dalamketarbukaan digital
sehingga lebih peka terhadap isu integritas dawlikealembaga publik.

Ketika mereka menyaksikan adanya praktik korupau gienyalahgunaan
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anggaran, tingkat moralitas pajak dapat menurunkimes terdapat
ancaman sanksi yang kuat. Dengan demikian, H2 jugating untuk
menguji sejauh mana moralitas pajak yang berpigdapkepercayaan dan
nilai etis lebih berpengaruh dibandingkan tekanamkuman dalam
membentuk potensi kepatuhan pajak pada mahasiaweaasi Generasi Z.
(Mauricio & Rodriguez, 2025). Penelitian oleh Nugpq2021) mengatakan
moral pajak berdampak positif pada potensi kepatehion wajib pajak.
H 2 : Tax Moraleberpengaruh signifikan terhadap potensi kepatydagak
Mahasiswa Akuntansi Generasi Z sebagai calon vpajiak.

2.4.3 Pengaruh Digitalisas pajak terhadap potensi kepatuhan pajak
mahasiswa akuntansi Generasi Z sebagai calon wajib pajak.

Digitalisasi dalam sistem perpajakan adalah upayavaitif yang
dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasi@®ita mempermudah
proses pelaporan dan pembayaran pajak bagi waglk.pgdlenurutTheory
of Planned Behavior (TPB), pelaksanaan kewajiban pajak sangat
dipengaruhi oleh niatir{tention) dan perilaku nyatabghavioral actioi
Niat menjadi elemen penting yang membentuk perilekion wajib pajak
sebelum mereka resmi diakui secara hukum. Teabuairjuga mendukung
gagasan bahwa faktor eksternal dalam hal ini diggtsi pelayanan pajak
dapat menjadi pemicu agar calon wajib pajak memiekewajiban mereka
tepat waktu ketika status hukum mereka sebagabvpagjak sudah diakui.
Dengan hadirnya sistem digital, harapannya prosedministratif yang
sebelumnya rumit bisa diminimalkan melalui pematafaa internet,
sehingga tiap layanan perpajakan berjalan secaiareflan efektif.

Penelitian terkini menunjukkan bahwa digitalisasrgajakan tidak
hanya memengaruhi niat, tetapi juga berdampak langgsterhadap
kepatuhan wajib pajak. Sebagai contoh, stiigitalization of Taxation
and Taxpayer CompliancéDewi & Darma, 2024), menemukan bahwa
variabel digitalisasi, sikap, norma sosial, dansppsi kontrol perilaku
memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhanilwg@ajak, meskipun

persepsi kontrol perilaku terkadang tidak signifika
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Selain itu, penelitian di Universitas Tarumanagpaala tahun 2025
menegaskan bahwa modernisasi sistem administrapiajpkan secara
signifikan meningkatkan kepatuhan, walau efek dmitalisasi saja kadang
tidak langsung signifikan (Santioso & Daryatno, 202

Temuantemuan ini mendukung bahwa penggunaan teknologfiatiig
dalam administrasi pajak sepesifilling, e-billing, sistem terpadu dapat
mempercepat dan menyederhanakan proses pelaporarpatabayaran
pajak, mengurangi beban administratif dan meningiakepatuhan pajak
keseluruhan. Penelitian oleh (Lailiyah & Andriai2i023), menunjukkan
bahwa penerapam-tax systemmemiliki pengaruh signifikan terhadap
peningkatan potensi kepatuhan calon wajib pajdkdinesia. Dalam studi
tersebut, digitalisasi layanan perpajakan melaktes) elektronik terbukti
mempermudah proses administrasi, meningkatkan paaassi, serta
mengurangi peluang terjadinya kesalahan dan maspulata dalam
pelaporan pajak. Selain itu, implementasi sistembdss daring juga
memberikan dampak positif terhadap persepsi wajakpterhadap keadilan
dan efisiensi administrasi perpajakan, sehingga peeknat motivasi untuk
patuh secara sukarela.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian (Otekunrinaét 2021), yang
meneliti efektivitas sistera-taxdalam menekan praktik penghindaran pajak
di Nigeria. Penelitian tersebut menemukan bahwaggemaan teknologi
digital dalam administrasi pajak tidak hanya meropeat proses
pelaporan, tetapi juga meningkatkan kepercayadmadep otoritas pajak
karena adanya pengawasan yang lebih akurat damdierbata. Dengan
demikian, e-tax systenberperan sebagai alat kebijakan strategis dalam
memperkuat tata kelola perpajakan dan mendoroncatidepgn fiskal
masyarakat.

Sejalan dengan kedua penelitian tersebut, (Pauld@a@nidi, 2023)
juga mengonfirmasi bahwa pemanfaatan sistem pdigajaberbasis
elektronik, khususnyeae-filing, memiliki kontribusi signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak, terutama pada sektor UMKMmsa masa pandemi
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COVID-19. Faktor-faktor seperti pengetahuan pelgaa sanksi, dan
sosialisasi pemerintah turut memperkuat hubungataranpenggunaan
teknologi digital dan perilaku kepatuhan pajak. iHp&nelitian mereka
menegaskan bahwa digitalisasi perpajakan bukan ahamyovasi
administratif, melainkan juga instrumen pentingadalmenciptakan sistem
perpajakan yang lebih adaptif dan partisipatif.

H 3 : Digitalisasi pajak berpengaruh signifikanhtestap potensi kepatuhan
pajak Mahasiswa Akuntansi Generasi Z sebagai cadgib pajak.

2.4.4 Pengaruh Pengetahuan pajak dalam memediasi sanksi pajak terhadap
potens kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi Generasi Z sebagai
calon wajib pajak.

Peran mediasi pengetahuan pajak menggambarkan aadaly
pengaruh dari sanksi pajak menuju peningkatan pehgan, yang
selanjutnya berimplikasi pada peningkatan potengpakuhan. Secara
teoretis, sanksi hanya memberikan dorongan eksteger wajib pajak
patuh, namun efektivitasnya meningkat ketika imdlivi memahami
ketentuan, prosedur perhitungan, serta cara med@tinpelanggaran
melalui kepatuhan yang benar. Dengan kata lain,ggt@huan pajak
membantu mengubah cara pandang individu terhadajko riserta
memperjelas langkah yang perlu dilakukan untuk nmerie kewajiban
pajak. Berdasarkan teori pembelajaran sosial daeratur kepatuhan pajak,
edukasi yang memperluas pengetahuan akan mempeaiakadeterrence
karena individu menyadari konsekuensi dari pelarggalan memahami
prosedur administratifnya. Oleh sebab itu, padaasiatva akuntansi yang
secara akademik memiliki potensi untuk meningkatka@mahaman
konseptual, pengetahuan pajak berperan pentinggaebaediator antara
sanksi dan potensi kepatuhan pajak (Azahra & Tnisigsih, 2025).

Hasil penelitian empiris terkini di Indonesia mehkdng adanya
fungsi mediasi tersebut. Sejumlah studi periode220225 menunjukkan
bahwa pengaruh sanksi terhadap kepatuhan menjadi laat ketika

diiringi dengan peningkatan pengetahuan atau lagiabsialisasi pajak.
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Sebaliknya, dalam kondisi literasi pajak yang réndsanksi cenderung
hanya menghasilkan kepatuhan bersifat formal aagkia pendek. Oleh
karena itu, hipotesis H4 diarahkan untuk mengujakap mahasiswa
akuntansi Generasi Z yang memiliki kemampuan kdgserta akses
terhadap pendidikan pajak yang lebih baik memakdmatpengetahuan
sebagai jalur perantara yang mengubah pengarulsisardnjadi potensi
kepatuhan yang lebih konsisten dan berkelanjutatia\8ati & Pardosi,
2025).

Dari sisi metodologis, pengujian peran mediasinménjadi penting
karena kebijakan yang menekankan pada pemberidwsis@ampa disertai
peningkatan edukasi pajak sering kali tidak efisidani sisi biaya maupun
hasil. Jika hipotesis H4 terbukti, maka implikagblkakan yang dapat
diusulkan adalah perlunya kombinasi antara penegs#taksi dan program
literasi pajak, khususnya melalui institusi penkkiai tinggi. Misalnya,
universitas dapat mengintegrasikan pembelajarapajan digital dan
etika pajak ke dalam kurikulum akuntansi untuk mentbk perilaku patuh
sejak dini. Konteks penelitian di Kota Malang mentsn peluang konkret
untuk menguji efektivitas intervensi berbasis edukdi lingkungan
akademik.

H 4 : Pengetahuan pajak memediasi secara signifitagaruh sanksi pajak
terhadap potensi kepatuhan pajak Mahasiswa Akun@erserasi Z sebagai
calon wajib pajak.

2.4.5 Pengaruh Pengetahuan pajak memedias Tax Morale terhadap potensi
kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi Generasi Z sebagai calon wajib
paj ak.

Model mediasi pada hipotesis ini menggambarkan @dmgaruh dari
tax morale menuju peningkatan pengetahuan pajak, yang sébgaju
berdampak pada peningkatan potensi kepatuhan. &Seaitis,tax morale
yakni motivasi intrinsik untuk mematuhi pajak mermy individu untuk
mencari pemahaman yang lebih dalam tentang kewajdesta prosedur

perpajakan. Seseorang yang memiliki moralitas paipglgi akan terdorong
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untuk mengetahui aturan agar dapat menjalankan jikamaperpajakan
dengan benar. Pengetahuan kemudian berfungsi sejesglbatan yang
mengubah dorongan moral tersebut menjadi perilakatan seperti
pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu. Beidasdheory of

Planned Behavior(TPB), sikap dan norma subjektif (dalam hal iak

moralg membentuk niat untuk patuh, sementara kontrollgb@r yang

diperkuat oleh pengetahuan dan keterampilan menukeyk niat itu

diwujudkan dalam tindakan nyata. Bagi mahasiswantsi Generasi Z
yang memiliki kemudahan dalam mengakses informasa slibekali nilai-

nilai etika profesional, hubungan mediasi ini mdhjaangat masuk akal
(Appiah et al., 2024).

Bukti empiris mutakhir mendukung adanya hubungaringa
melengkapi antara moralitas pajak dan pengetahtitasil penelitian
periode 2020-2024 menunjukkan baha® moraleberpengaruh lebih kuat
terhadap kepatuhan apabila disertai dengan pengetgberpajakan yang
memadai. Sebaliknya, moralitas pajak yang tinggnpsa disertai
pemahaman tentang peraturan dan prosedur perpagakeng kali hanya
menghasilkan niat baik tanpa diikuti tindakan nyksaena keterbatasan
pemahaman teknis. Berdasarkan hal tersebut, hipd#&smenjadi relevan
untuk menguji sejauh mana pengetahuan pajak berpstaagai mediator
yang mengubah motivasi moral menjadi perilaku kepat yang terukur
pada mahasiswa akuntansi yang telah memperoleh ghgjanian formal
mengenai akuntansi dan perpajakan (Supriyati €2@24).

Dari sisi kebijakan, apabila H5 terbukti, maka itkasinya
menunjukkan bahwa program pendidikan yang menanamkai moral
dan etika pajak perlu diintegrasikan dengan pendrala praktis mengenai
pengetahuan perpajakan. Materi seperti etika figkaggung jawab warga
negara, simulasie-filing, hingga studi kasus perhitungan pajak dapat
membantu mengubah motivasi moral menjadi tindakepatuhan yang
konkret. Pendekatan semacam ini sangat relevamapkan di fakultas

akuntansi, khususnya di perguruan tinggi wilayahavg, sebagai upaya
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untuk menumbuhkan generasi calon wajib pajak yaegetika dan
kompeten.

H 5 : Pengetahuan pajak memediasi secara signifileagaruh moralitas
pajak Tax Moralg terhadap potensi kepatuhan pajak Mahasiswa Akainta
Generasi Z sebagai calon wajib pajak.

2.4.6 Pengaruh Pengetahuan pajak memedias digitalisas pajak terhadap
potens kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi Generasi Z sebagai
calon wajib pajak.

Pengetahuan pajak berfungsi sebagai variabel mediatam
hubungan antara digitalisasi pajak dan potensi tkbpa pajak pada
mahasiswa akuntansi Generasi Z. Proses mediaseinggambarkan bahwa
digitalisasi memengaruhi pengetahuan pajak, yangla pakhirnya
berdampak terhadap potensi kepatuhan. Implementdigitalisasi
menghadirkan kemudahan akses terhadap berbaghiagasian sumber
informasi, seperte-filing, e-billing serta panduan berbasis daring. Namun
demikian, keberadaan teknologi saja tidak otomatreningkatkan
kepatuhan, sebab individu tetap memerlukan pemamdmaseptual dan
keterampilan praktis untuk memanfaatkannya denggkiie Mengacu pada
Technology Acceptance Mod@&lAM) yang berpadu dengan literatur literasi
digital, persepsi tentang kemudahan penggunparcgived ease of Use
berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan teépéti pemahaman
prosedur pelaporan pajak online dan pengelolaam EElectronic Filing
Identification Numbér Dengan karakteristik Generasi Z yang adaptif
terhadap teknologi, digitalisasi berpotensi besammerkuat pengetahuan
praktis mereka terkait administrasi perpajakan, gygrmada gilirannya
mendorong peningkatan potensi kepatuhan pajak.

Temuan empiris terkini memberikan dukungan terhadaga
hubungan mediasi tersebut. Dalam Penelitian (Kusatia&vRahma, 2025)
mengonfirmasi bahwa penerapan digitalisasi sistajakpdan peningkatan
literasi pajak secara simultan dapat memperkuakan kepatuhan pajak

generasi muda, terutama apabila literasi yang timdudah memadai.
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Sementara itu, dalam penelitian (Febriani et #2423, menunjukkan bahwa
pendidikan pajak memiliki pengaruh terhadap kep@tuhmelalui
peningkatan pengetahuan pajak sebagai variabehtpesa Berdasarkan
hasil-hasil tersebut, pengujian H6 penting dilakukpada mahasiswa
akuntansi Generasi Z guna mengidentifikasi sejauanam pengaruh
digitalisasi terhadap potensi kepatuhan berlangssegara langsung
maupun melalui jalur mediasi pengetahuan pajakargepraktis, hal ini
menjadi dasar bagi otoritas perpajakan dan lemhzggadidikan untuk
menyelenggarakan program pelatihan serta literagitat pajak yang
aplikatif agar digitalisasi benar-benar menghasilq@erubahan perilaku
kepatuhan, bukan sekadar inovasi teknologi semata.
H 6 : Pengetahuan pajak memediasi secara signifikagaruh digitalisasi
pajak terhadap potensi kepatuhan pajak Mahasiswmtaksi Generasi Z
sebagai calon wajib pajak.

2.4.7 Pengaruh pengetahuan pajak terhadap potensi kepatuhan pajak
mahasiswa akuntansi Generasi Z sebagai calon wajib pajak.

Pengetahuan pajal #x Knowledgeberperan sebagai fondasi utama
dalam mendorong perilaku kepatuhan, karena pemahataghadap
peraturan, tata cara pelaporan, dan mekanisme peanaoa pajak
memungkinkan individu untuk memenuhi kewajiban dislya secara benar
dan efisien. Berdasarkan teori pembelajaran dagrdefpilan, peningkatan
pengetahuan individu akan memperkuat persepsi deph&kemampuan
mengendalikan perilaku pérceived behavioral contrpl sebagaimana
dijelaskan dalanTheory of Planned BehavidifPB). Peningkatan kontrol
perilaku ini membuat individu lebih mampu menerjékan niat menjadi
tindakan nyata. Pada mahasiswa akuntansi, pengetadajak tidak sekadar
bersifat konseptual, tetapi juga melibatkan kemaanpyraktis seperti
pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dan perhituRggak Penghasilan
(PPh), yang secara langsung berkaitan dengan kapasiereka untuk

bertindak patuh. Oleh karena itu, hipotesis H7 yamgnempatkan
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engetahuan pajak sebagai prediktor langsung pokapsituhan memiliki
dasar teoretis yang kuat dan relevan secara aked@ppiah et al., 2024).
Bukti empiris terkini (2020-2025) secara konsist@enunjukkan
adanya hubungan positif antara tingkat pengetalpagetk dan kepatuhan
sukarela. Penelitian di berbagai konteks baik iiddiy pelaku UMKM,
maupun mahasiswa menemukan bahwa peningkatan siitgpajak
berkontribusi pada ketepatan pelaporan serta kepatpembayaran pajak.
Selain itu, sejumlah studi juga mengungkapkan bahpengaruh
pengetahuan terhadap kepatuhan menjadi lebih &kignifpada individu
yang memiliki moralitas pajakTéx Moralg tinggi serta akses terhadap
sistem perpajakan digital. Hal ini menunjukkan bahwengetahuan pajak
berinteraksi secara sinergis dengan faktor-fakédn dalam membentuk
perilaku kepatuhan. Untuk mengukur potensi kepatulmahasiswa
akuntansi, indikator pengetahuan perlu mencakupapaman terhadap
regulasi, kemampuan prosedural, serta kompeterlamdanenggunakan
sistem digital perpajakan (Santosa et al., 2025).
H 7 : Pengetahuan pajak berpengaruh signifikaratienh potensi kepatuhan
pajak Mahasiswa Akuntansi Generasi Z sebagai cadgib pajak.
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